
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Brk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Boroko  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kadri Blongkod bin Arfan Blongkod, tempat dan tanggal lahir Dalapuli, 02

Desember  2002,  agama Islam,  pekerjaan  Petani,  pendidikan

SD, tempat kediaman di Dusun II, Kompleks Depot Air Rizky,

Desa Dalapuli,  Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, sebagai Pemohon I.

Linda Kagi binti Imran Kagi, tempat dan tanggal lahir Buata, 06 Desember

2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Kompleks Depot Air Rizky,

Desa  Dalapuli  Kecamatan  Pinogaluman,  Kabupaten  Bolaang

Mongondow Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I  bersama dengan Pemohon II

disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  22  Januari  2021  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Boroko pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

18/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon  II  telah  melangsungkan pernikahan

pada tanggal 24 Oktober 2018  di rumah Imam Desa Buko, di Desa Buko,

Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ,
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2. Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung

dari  pemohon II  yang bernama Imran Kagi kemudian di  serahkan kepada

imam Desa Buko yang bernama Mato Blongkot dan di saksikan oleh dua

orang saksi yang bernama Lukman Blongkod  dan Iqbak Kagi dengan mahar

berupa cincin Emas 1 Gram, dibayar  tunai;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada

Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia

16 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I

dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa  dari  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  dikaruniai

seorang  anak   bernama;  Mohammad  Fahriyansah  Blongkod,  Laki-laki,

berumur 1 tahun; 

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut

untuk  kepastian  hukum dan  untuk  pengurusan  akta  kelahiran  anak  Para

Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon I dan PemohonII tidak ada hubungan mahram

maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang

tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II

tetap beragama Islam);

9. Bahwa untuk  kepastian  hukum dan  tertib  administrasi  kependudukan

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No.

3  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  maka  Para  Pemohon

akan  melaporkan  penetapan  pengadilan  atas  perkara  ini  kepada  KUA

Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

10. Bahwa  Para  Pemohon  adalah  orang  kurang  mampu  sesuai  dengan

Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  dari  Kepala  Desa  Dalapuli  Nomor:

2004/09/SKTM/DS-DLPL/I/2021
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Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  para  Pemohon  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Boroko cq.  Majelis  hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I,  Kadri  Blongkod  bin

Arfan  Blongkod  dengan  Pemohon  II,  Linda  Kagi  binti  Imran  Kagi  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  24  Oktober  2018  di  Desa  Buko,  Kecamatan

Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko

tahun Anggaran 2021;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Januari 2021 untuk

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

selama masa  tersebut  tidak  ada  pihak  lain  yang  mengajukan  keberatan  ke

Pengadilan  Agama  Boroko sehubungan  dengan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa,  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara  sebagaimana

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

telah  menerima  penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Boroko  Nomor  W18-

A9/9/HK.05/1/2021  tanggal  14  Januari  2021  yang  memuat  tentang

dikabulkannya  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  berperkara

secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya, Pemohon I dan

Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing

adalah:

1. Sarjan Malada bin Saprudin  Malada,  umur  37  tahun,  agama Islam,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Dalapuli, Kecamatan

Pinogaluman,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara,  yang  mengaku

sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon

II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2018 di Desa Buko,

Pinogaluman;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

bernama Imran Kagi diwakilkan kepada Imam Desa Buko bernama

Mato  Blongkod,  dan  yang  menjadi  saksi  nikah  adalah  Lukman

Blongkod dan Muhamad Blongkod;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II berupa

cincin emas 1 gram;

- Bahwa  saksi  tahu  pada  waktu  menikah  Pemohon  I  berstatus

perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  

- Bahwa  saksi  tahu  tidak  ada  yang  keberatan  atas  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak

tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa yang  saksi  ketahui  bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II

mengajukan  permohonan  isbat  nikah  adalah  untuk  keperluan

pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya;
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2. Muhamad Blongkod,  umur  56  tahun,  agama Islam,  pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tombulang Pantai, Kecamatan

Pinogaluman,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara,  yang  mengaku

sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon

II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2018 di Desa Buko,

Pinogaluman;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

bernama Imran Kagi diwakilkan kepada Imam Desa Buko bernama

Mato  Blongkod,  dan  yang  menjadi  saksi  nikah  adalah  Lukman

Blongkod dan Muhamad Blongkod;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II berupa

cincin emas 1 gram;

- Bahwa  saksi  tahu  pada  waktu  menikah  Pemohon  I  berstatus

perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  

- Bahwa  saksi  tahu  tidak  ada  yang  keberatan  atas  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak

tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa yang  saksi  ketahui  bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II

mengajukan  permohonan  isbat  nikah  adalah  untuk  keperluan

pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  para  Pemohon

menyatakan  menerima dan  membenarkan,  selanjutnya  para  Pemohon tidak

mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  permohonan para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Boroko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini

dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Surat  Keputusan  Ketua

Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  KMA/032/SK/IV/2006  tentang  Pemberlakuan

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,

halaman  145  (edisi  revisi  tahun  2013)  ditegaskan  adanya  pengumuman

dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain

hingga  saat  persidangan  perkara  ini  berlangsung,  karena  itu  perkara  ini

dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  perkara  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon  mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan  pernikahan  di  Desa  Buko,  Kecamatan  Pinogaluman,

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada 24 Oktober 2018, dengan wali

nikah ayah Pemohon II  bernama Imran Kagi,  yang ijab kabulnya diwakilkan

kepada Imam Desa Tombulang bernama Mato  Blongkod,  dengan maskawin

berupa  cincin  emas  1  gram dibayar  tunai,  dan  dihadiri  oleh  2  orang  saksi

masing-masing  bernama  Lukman  Blongkoddan  Muhamad  Blongkod,  namun

Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  di  KUA,  sementara  Pemohon  I  dengan

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta

nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
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Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan

saksi-saksi  yaitu  Sarjan  Malada  dan  Muhamad  Blongkod  yang  telah

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

dengan dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon serta  tidak  terdapat  halangan

untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat  bukti  yang sah

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para

saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

pada 24 Oktober 2018 di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara, dengan wali nikah ayah Pemohon II  bernama

Imran Kagi  yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Tombulang

bernama  Mato  Blongkod,  dengan  maskawin  berupa  cincin  emas 1  gram

dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama

Lukman Blongkoddan Muhamad Blongkod;

 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

berstatus perawan;

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau  sesusuan  atau  hal  lain  yang  menghalangi  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II;

 Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II;

 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

 Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta

nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  sesuai  ketentuan

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Islam, maka Majelis  Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

tersebut  telah memenuhi  ketentuan dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang
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Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975  jo.  Pasal  14  dan  7  ayat  (3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka

permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka

majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai

pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  tersebut,  majelis  hakim  juga

berpendapat  tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I  dan PemohonII  akibat

adanya kelelaian Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan atau kelalaian pihak

aparat  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N)  yang  tidak  melaporkan

peristiwa  nikah  para  Pemohon  kepada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat

(3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum Islam yakni  perkawinan yang dilakukan oleh

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pendapat  majelis  hakim  tersebut

diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: 

بالنكاح    البالغة إقرارالعاقلة ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
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di  atas,  maka  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  patut  dikabulkan

dengan  menyatakan  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang

dilaksanakan pada 24 Oktober 2018 di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman,

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  terhadap  biaya  perkara  yang  terkait  dengan

perkara  ini  sesuai  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Boroko  yang

membebaskan  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  dengan  mengacu

pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Boroko Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  sah  pernikahan  Pemohon  I  (Kadri  Blongkod bin  Arfan

Blongkod)  dengan  Pemohon  II  (Linda  Kagi  binti  Imran  Kagi)  yang

dilangsungkan pada tanggal  24  Oktober  2018 di  Desa Buko,  Kecamatan

Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

perkawinannya  tersebut  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Boroko Tahun 2021 sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh

tujuh ribu rupiah).

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh MUHAMAD ANWAR UMAR,

S.Ag., sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.H.I. dan DEWI ATIQAH, S.Sy

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
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Hakim Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  VITRI  FEYBIYANTI  SAMIUN,

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  oleh Pemohon I dan

Pemohon II.

Hakim Anggota 

ROYANA LATIF, S.H.I.

DEWI ATIQAH, S.Sy

Ketua Majelis,

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 160.000,00

-  Meterai : Rp              12  .000,00  

J u m l a h : Rp 247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
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